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ABSTRAK 
 

MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI  BPRS 

KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

TRI RINDAYATI 

 

 

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujrah. Dari kegiatan pemberian pembiayaan tersebut terdapat beberapa masalah 

seperti pemalsuan tanda tangan, penyalah gunaaan sms banking, pembutaan 

rekening ganda, sertifikasi dicabut dari beberapa masalah tersebut maka terdapat 

tiga bentuk risiko yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung yakni risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategik. 

Untuk memimalisir sebelum terjadi risiko BPRS melakukan kegiatan manajeman 

risiko agar di kemudian hari tidak terjadi risiko, namun ketika risiko tersebut 

terjadi BPRS melakukan kegiatan mitigasi risiko guna menetralisir dampak dari 

risiko tersebut. Mitigasi risiko yang dipilih oleh BPRS adalah menerima risiko 

dan mentransfer risiko.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung serta mengetahui bagaimana 

apa saja bentuk mitigasi yang dilakukan dan bagaimana proses mitigasi risiko di 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (field 

reseacrh). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tetang mitigasi risiko 

pembiayaan. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

menghadapi tiga risiko yakni kredit, risiko operasional, dan risiko strategik, 

dengan total nasabah bermasalah kurang lebih 30 nasabah. Dalam menangani hal 

tersebut BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan kegiatan 

mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS adalah menerima risiko 

dan mentransfer risiko. Mitigasi risiko dilaksanakan ketika proses manajeman 

risiko sudah dilaksanakan, karena mitigasi risiko ini merupakan tahapan akhir dari 

manajeman risiko. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum 

melakukan mitigasi sepenuhnya karena belum adanya MOU kerjasama antara 

bendahara dinas dan pihak BPRS dalam hal pembayaran angsuran kepada BPRS. 
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Artinya: karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. As-Syarh: 5-6)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi merupakan bank 

milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 

dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, badan 

hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi, yang lebih mudah 

disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi 

memiliki tiga kantor cabang yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan 

Bandar Lampung. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang  

Bandar Lampung merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada 

di Kota Bandar Lampung. Bank Syariah Kotabumi yang kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.  

Salah satu keunggulan produk dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah deposito 

berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding dengan 

bank lainnya.
1
 Tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi 

                                                 
1
 Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung 



 

 

2 

Kantor Cabang  Bandar Lampung juga sangat terkenal dengan pembiayaan 

sertifikasinya. 

Sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diterima oleh guru yang 

telah memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kemendiknas RI. Jadi 

pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 

untuk mengemabalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan ujrah.
2
 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang  

Bandar Lampung dalam menyalurkan pembiayaan sertifikasi mempunyai 

beberapa kriteria untuk memilih calon nasabah yaitu nasabah yang menerima 

sertifikasi lancar, tidak memiliki riwayat kredit macet dilihat dari track record 

pembiayaan yang tercatat di Bank Indonesia melalui BI Cheking.
3
 

Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sertifikasi harus 

melengkapi syarat-syarat seperti mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, 

fotokopi KTP pemohon dan suami/istri, pas foto terbaru pemohon dan 

suami/istri, fotokopi SK Dirjen tentang penerima tunjangan profesi, fotokopi 

daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir, fotokopi kartu 

keluarga, fotokopi buku nikah, SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen, SK 

                                                 
2
Amrullah dan Reka Yani, SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru (Kotabumi: PT. BPRS 

Kotabumi, 2018), 1. 
3
 Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan kantor cabang di BPRS 

Kotabumi KC Bandar Lampung, pada pukul 09.42, tanggal 19 Maret 2019. 



 

 

3 

pembagian tugas yang di legalisir oleh kepala sekolah, fotokopi jaminan 

Ijazah terakhir, SK berkala terakhir, SK kenaikan golongan, sertifikat 

pendidik, buku tabungan dan kartu ATM asli di serahkan pada saat pencairan.
4
 

Dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Kotabumi 

itu memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam penyaluran 

pembiayaan, seringkali terjadi risiko salah pilih nasabah (adverse selection). 

Bank juga akan mengalami risiko kredit, yakni risiko gagal bayar yang 

menyebabkan pembiayan bermasalah. Risiko pembiayaan ini mengacu pada 

potensi kerugian bank.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang  

Bandar Lampung dalam praktek penyaluran pembiayaan sertifikasi 

mempunyai beberapa risiko yang terjadi seperti sertifikasi tidak lancar atau 

tidak cair tepat waktu. Nasabah pensiun atau diberhentikan, manipulasi data 

berupa pemalsuan tanda tangan persetujuan suami istri, peminjaman ATM dan 

buku tabungan yang menjadi barang jaminan (barang titipan), nasabah 

mengganti buku rekening sertifikasi atau mengganti PIN ATM, tidak adanya 

jaminan yang bisa di eksekusi, dan sms banking yang disalah gunakan oleh 

nasabah.
5
 

Risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan tentunya harus dicegah 

sedari awal. Usaha Bank Syariah dalam mencegah terjadinya risiko 

pembiayaan, Bank Syariah menggunakan manajeman risiko agar risiko yang 

                                                 
4
 Amrullah dan Reka Yani, SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru (Kotabumi: PT. BPRS 

Kotabumi, 2018), 4. 
5
 Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku Account Officer di BPRS Kotabumi KC 

Bandar Lampung, pada pukul 10.22, tanggal 19 Maret 2019. 



 

 

4 

ada tidak terjadi. Manajeman risiko adalah proses mengidentifikasi, 

mengukur, memitigasi, serta mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank 

bank dengan tingkat risiko yang wajar. Dengan demikian manajeman risiko 

berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha 

bank.
6
 

Dalam proses manajeman risiko hal yang paling penting agar risiko 

yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan 

mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan 

aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, atau mengurangi kerugian 

yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.
7
 

BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam menghadapi 

hal tersebut tentunya memiliki cara agar risiko tersebut dapat diminimalisir 

mulai dari melakukan manajeman risiko yang sesuai dengan prosedur. 

Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali 

karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari penyebabnya, 

mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya 

hingga menetapkan mitigasi risiko yang tepat pada risiko pembiayaan 

sertifikasi.
8
 

Mitigasi risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi terjadinya 

risiko atas pemberian pembiayaan kepada seseorang, Mitigasi di dalam dunia 

perbankan haruslah tepat, cepat dan dapat menjadi solusi bagi risiko yang 

                                                 
6
 Adiwarman.A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ke-5, cet.ke-9 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 255. 
7
Ibid. 

8
 Imam Wahyudi et al., Manajemen Risiko Bank Islam  (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 

73. 
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dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko ini tidak tepat sasaran maka 

risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Proses 

mitigasi risiko pada perbankan adalah hal yang cukup rumit.  

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan dan 

tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko yaitu 

menghindari risiko, mentranser risiko, menerima risiko dan membiarkan 

risiko.
9
 

Hal yang telah dilakukan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung dalam upaya meminimalisir risiko yang terjadi adalah dengan 

melakukan analisa pembiayaan seperti cek aplikasi permohonan pembiayaan, 

pengecekan riwayat pinjaman nasabah atau sering disebut BI Cheking/SLIK, 

pengecekan kelengkapan data yang diajukan oleh nasabah sebagai syarat 

pengajuan pembiayaan seperti, jam mengajar, rekening koran, slip gaji. Agar 

pihak bank dapat mengetahui kelancaran sertifikasi yang didapat oleh 

nasabah.
10

 

Pengecekan keabsahan data dan jaminan juga dilakukan seperti 

pengecekan tanda tangan persetujuan kepala sekolah atau dinas terkait, tanda 

tangan suami/istri dan pengecekan keaslian jaminan seperti ijazah, SK berkala, 

SK golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan sertifikasi dan ATM.
11

 

Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank tersebut 

masih ada risiko-risiko yang sering muncul, hal ini yang masih menjadi 

                                                 
9
 Ibid.  

10
 Wawancara dengan Bapak Hervan Rian Dinata selaku Account Officer di BPRS 

Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 10 Oktober 2018. 
11

 Wawancara dengan Bapak Trian Septa Wijaya selaku Legal  Officer di BPRS 

Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 19 Maret 2019. 
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permasalahan bagi pihak bank. Apakah masih ada kesalahan atau proses yang 

kurang tepat sehingga proses mitigasi tersebut belum berhasil. Hal ini yang 

menjadi sebuah pertanyaan seperti, apakah pihak bank sudah melakukan 

pengecekan keabsahan tanda tangan pada formulir permohonan pembiayaan 

dan apakah sudah adanya pengawasan atau tindak lanjut (follow up) setelah 

pembiayaan dilaksanakan. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses mitigasi risiko pada 

pembiayaan sertifikasi yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) 

Syariah Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung, tersebut dengan judul 

“Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan 

penelitian yang akan dibahas yakni, Bagaimana proses mitigasi risiko 

pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mitigasi risiko 

pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan serta wawasan tentang mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi 

di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai mitigasi 

pembiayaan seritifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung. Serta diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan lebih 

lanjut bagi BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam 

melakukan mitigasi terhadap risiko pembiayaan sertifikasi. 

D. Penelitian Relevan  

1. “Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah”. 

Penelitian ini dilakukan oleh Romaiki Hafni program studi ekonomi 

syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2016.
12

 Penelitian 

ini membatasi tentang masalah mitigasi risiko yang berpengaruh terhadap 

margin keuntungan yang ditetapkan pada akad murabahah. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mekanisme atau proses 

mitigasi risiko itu sendiri terhadap pembiayaan sertifikasi yang masih 

mengalami pembiayaan bermasalah. 

 

                                                 
12

 Romaiki Hafni, Tesis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah 

Rabbaniah, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 

2016), dalam www.karyailmiah.unisba.ac.id, diakses pada 09 Mei 2017 
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2. “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)” penelitian ini 

dilakukan oleh Ayu Lestari, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2017.
13

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko 

pada BPRS Kota Bandar Lampung dalam pembiayaan ijarah multijasa 

bermasalah dan apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh 

BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah. 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada 

proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang dilakukan oleh BPRS 

Kotabumi KC Bandar Lampung. 

“Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat 

Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sarayati, Jurusan Ekonomi 

Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2015.
14

 Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati adalah terletak pada fokus 

masalah penelitian dimana penelitian Mutia Sarayati Fokus masalah yang 

dikaji terletak pada  terhadap risiko kredit/pembiayaan musyarakah dan 

                                                 
13

Ayu Lestari, Skripsi Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah 

Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Kota Bandar Lampung), (Bandar Lampung: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung,2017), dalam www.repository.radenintan. 

ac.id, diunduh pada 03 Desember 2018. 
14

Mutia Sarayati, Skripsi Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank 

Muamalat Indonesia, (Jakarta : Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan 

Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam www.repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 23 

September 2018. 

http://www.repository.radenintan.ac.id/
http://www.repository.radenintan.ac.id/
http://www.repository.uinjkt.ac.id/
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strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank 

Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

lebih menekankan pada proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang 

dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Mitigasi Risiko 

1. Definisi Mitigasi Risiko 

Dalam syariah Islam mengajarkan kaidah “la darara wa la dirara” 

yang memiliki arti “jangan membahayakan diri dan orang lain”.
1
 

Maksudnya kita tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri kita dan orang 

lain dalam suatu kemudharatan/berbahaya yang akan merugikan atau 

membinasakan diri kita sendiri dan orang lain tanpa adanya usaha untuk 

meminimalkan kemudharatan tersebut. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 

ayat 195 Allah berfirman: 

                            

           

Artinya: “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam 

kebinasaan” (Q.S. Al-Baqarah: 195)
2
 

Kaidah ini mendorong Bank Islam untuk lebih berhati-hati dalam 

mengelola kegiatan usahanya sehingga setiap risiko yang melekat pada 

bisnis bank dapat diminimalisir dan dikelola dengan baik. Sebelum 

menyetujui proposal permohonan pembiayaan, Bank Islam harus 

mengetahui profil dari debitur, terutama terkait dengan tingkat risiko yang 

                                                 
1
 Abdul Haq et al., Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku Satu 

(Surabaya: Khalista, 2006), 210. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 23. 
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ada pada debitur tersebut. Dengan mengetahui tingkat risiko yang 

diperlukan untuk meminimalisir potensi kerugian dari risiko yang ada. 

Tidak profesionalnya bank dalam menyalurkan pinjaman dapat 

berakibat fatal bagi bank maupun bagi sistem keuangan secara 

keseluruhan. Banyak bank di Indonesia yang dengan mudahnya 

memberikan pinjaman kepada debitur yang tidak layak tanpa 

memperhitungkan tingkat risiko dan langkah-langkah mitigasi risiko yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin 

terjadi. 

Mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses 

manajeman risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi 

risiko. Pada saat evaluasi risiko, bank dapat melakukan prioritas risiko 

dengan memilih beberapa kategori risiko sebagai risiko terbesar yang 

memiliki pengaruh signifikan bagi bank. Risiko yang diprioritaskan oleh 

bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau 

implementasinya.
3
  

Sedangkan, di dalam pembiayaan risiko yang riskan terjadi adalah 

risiko kredit dimana mitigasi risiko kredit ini diatur dalam basel II yang 

memberikan pengakuan luas mengenai teknik-teknik mitigasi risiko.
4
 

                                                 
3
 Imam Wahyudi et al., Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 

74. 
4
 Ferry N. Idroes, Manajeman Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar 

Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 94. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko ini 

berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisir, atau bahkan menghilangkan 

dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko tertentu. 

2. Macam-Macam Mitigasi Risiko 

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan dan 

tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko: 

a. Menghindari risiko  

Bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. 

Menghindari risiko dipilih sebagai respon terhadap risiko yang 

dihadapi, dimana bank menganggap biaya lebih murah dibandingkan 

harus melakukan tindakan lainnya.
5
 

Karakteristik penghindaran risiko yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut. 

1) Tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Semakin luas 

risiko yang dihadapi, semakin besar ketidakmungkinan 

untuk menghindarinya. 

2) Faedah atau laba potensial yang akan diterima dari sebab 

pemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, 

atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau hilang jika 

melaksanakan pengendalian risiko. 

3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, semakin besar 

kemungkinan akan terciptanya risiko yang baru.
6
 

 

Menghindari risiko disini bukan semata-mata bank lari dari 

risiko yang tengah dihadapinya melainkan karena kondisi dari risiko 

tersebut yang apabila bank melakukan penanganan maka biaya yang 

                                                 
5
 Imam Wahyudi et al., Manajeman Risiko., 73. 

6
 Setia Mulyawan, Manajeman Risiko  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 136-137. 
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dikeluarkan akan lebih besar dari kerugian yang dihadapi jika risiko 

tersebut terjadi, oleh sebab itu bank memilih menghindari risiko. 

b. Mentransfer risiko 

Bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang 

dihadapinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan takaful atau 

asuransi. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang 

menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan 

lainnya.
7
 

Ketika risiko seperti banjir kecelakaan, kebakaran, ataupun 

kecelakaan kerja ini terjadi, maka pihak tertanggung akan 

mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara 

penanggung dan tertanggung. Dalam pandangan ekonomi, takaful atau 

mengasuransikan merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan 

jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian adanya 

kerugian keuangan (financial). Dengan demikian, berdasarkan konsep 

ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan 

mengkombinasikan risiko.
8
 

Mentransfer risiko ini hanya dilakukan bank ketika bank 

mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti, 

kebakaran atau risiko lain yang menyebabkan kerugian secara fisik. 

 

 

                                                 
7
 Imam Wahyudi et al., Manajeman Risiko., 73-74. 

8
 Setia Mulyawan, Manajeman Risiko., 152. 
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c. Menerima risiko 

Bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang 

dihadapi mungkin mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada 

pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut 

melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak 

adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan 

kalaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sengatlah mahal.
9
 

Dalam menerima risiko pengendalian terhadap risiko 

dijalankan dengan prinsip-prinsip: 

1) Merendahkan kans (chance) untuk terjadinya kerugian. 

2) Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. 

Kedua tindakan ini dapat diklarifikasi dalam berbagai cara 

yakni, pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan 

kerugian, dan sebab terjadinya yang akan dikontrol. 

3) Lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol.  

4) Menurut timing-nya.
10

 

 

Dalam menerima risiko bank melakukan mitigasi karena bank 

tidak bisa menghindar dari risiko tersebut dan apabila risiko tersebut 

tidak diterima maka kerugian yang diterima pihak bank akan lebih 

besar.  

d. Membiarkan risiko 

Bank bisa membiarkan risiko saja risiko-risiko yang 

dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun, tindakan ini 

biasanya berlaku untuk jens risiko yang dampak kerugiannya sangat 

                                                 
9
 Imam Wahyudi, et.al., Manajeman Risiko., 74. 

10
 Setia Mulyawan, Manajeman Risiko., 137. 
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rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank.
11

 Membiarkan 

risiko artinya bank membiarkan risiko yang ada terjadi. Tindakan 

seperti ini terjadi hanya pada risiko yang memiliki tingkat kerugian 

yang sangat rendah dan tidak berpengaruh terhadap kegiatan bank. 

3. Proses Mitigasi Risiko 

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai 

pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, 

mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari 

suatu risiko. 
12

 Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan 

Islam, merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena 

bank Islam memiliki berbagai macam produk yang harus di analisis satu 

persatu sebelum disimpulkan mitigasinya. 

Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus 

mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari 

sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian 

yang ditimbulkannya. Ketika bank menyalurkan pinjamannya kepada 

debitur, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika 

debitur kehilangan kamampuan untuk membayar cicilan pinjamannya 

kepada bank.
13

  

Bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda 

tergantung risiko tersebut, dampak kerugian yang ditimbulkannya, dan 

kebijakan risiko yang diterapkan. Karena bank Islam dan bank 

                                                 
11

 Imam Wahyudi, et.al., Manajeman Risiko., 74. 
12

 Ibid. 
13

Ibid. 
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konvensional memiliki perbedaan prinsip kegiatan operasi, maka tidak 

semua strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank konvensional 

belum tentu dilakukan di bank Islam. 

4. Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya 
 

Tabel 2.1. 

Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya 
 

Risiko yang muncul Mitigasi risiko 

Bank salah dalam 

menilai kemampuan 

membayar debitur 

 Membuat divisi khusus untuk validasi data 
dan informasi. 

 Membuat standarisasi formulir kebutuhan 

data atau informasi yang harus diisi debitur. 

 Konfirmasi dan validasi data atau informasi 
yang disampaikan debitur. 

 Meminta agunan atau jaminan. 

 Membuat system pemeringkatan terintegrasi 

dengan system seleksi dan penetapan 

kebijakan (termin) kredit, seperti pagu 

pinjaman, tenor, skema pelunasan dan 

sebagainya. 

 Perlunya lembaga pemeringkat independen 
untuk memeringkat debitur secara berkala.

14
 

Debitur mengalami 

gagal bayar 
 Bank perlu melakukan simulasi untuk 

merestrukturisasi atau memilih kebijakan 

hair cut. 

 Bank pelu membuat alokasi presentasi 
penyisihan tertentu untuk berjaga-jaga. 

 Bank perlu segera menilai harga wajar 
agunan dan pengembalian dari penjamin. 

 Bank perlu membuat daftar debitur gagal 

bayar dan penyebabnya sebagai masukan di 

kemudian hari.
15

 

Debitur melakukan 

moral hazard 
 Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya, 

seringkali debitur kabur akibat bank tidak 

mengenal atau tidak menjaga hubungan baik 

melalui mekanisme pengawasan. 

 Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan 

tingkat kredibilitas debitur. 

                                                 
14

Ibid., 101. 
15

 Ibid., 102. 
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Risiko yang muncul Mitigasi risiko 

Debitur terlambat 

membayar 
 Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan 

komunikasi dengan debitur untuk 

mengetahui penyebab keterlambatannya. 

 Penggunaan sanksi berupa penalti, 

meskipun digunakan untuk kegiatan sosial, 

harus dilakukan oleh pihak berwenang 

(hakim). Alternatifnya regulator perlu 

membuat peraturan mengenai besarnya 

penalti dan pihak-pihak yang diberikan 

wewenang untuk memungutnya. Kalaupun 

bank diberikan wewenang, maka posisinya 

hanyalah sebagai wakil regulator semata.
16

 

  

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa bentuk mitigasi 

risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung karakterisik 

risiko tersebut, mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya 

risiko, dan dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Pada bank Islam, 

praktik mitigasi risiko tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau 

mengurangi dampak negatif risiko, namun juga harus dipastikan tidak 

melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan oprasional 

bank Islam. 

 

B. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan  

Menurut Veithzal Rivai “pembiayaan berasal dari kata I believe, I 

trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan”.
17

 

Pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) berarti bank menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

                                                 
16

 Ibid,. 107. 
17

 Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, Islamic Financial Management  

(Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), 3. 
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diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus 

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi pembiayaan bisa dikatakan 

sebagai menaruh kepercayaan. Allah SWT berfirman Surah An-Nisa’ [4]: 

29. 

                       

                      

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha 

Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisaa: 29)
18

  
 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang 

mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, Allah 

menerangkan juga bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara 

berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu 

paksaan serta Allah juga melarang membunuh diri sendiri ataupun orang 

lain. 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak 

tertentu. Dalam undang-undang perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankkan Syariah, pada Pasal 1 (25) disebutkan bahwa 

                                                 
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.,  65 
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pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarokah, 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli 

dalam bentuk ijaroh mutahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 

dan istisna. 

d. Transaksi pinjam memimjam dalam bentuk piutang qordh, dan 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk 

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
19

 

 

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
20

  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa 

pembiayaan adalah kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada 

masyarakat, berdasarkan kesepakatan bersama, dan penyelesaiannya 

dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil yang telah 

disepakati kedua belah pihak.  
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2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

a. Tujuan pembiayaan  

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan 

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan 

untuk: 

1) Peningkatan ekonomi umat, 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 

3) Meningkatkan produktivitas, 

4) Membuka lapangan kerja baru, 

5) Terjadi distribusi pendapatan.
21

 

 

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka 

untuk:  

1) Upaya memaksimalkan laba, 

2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang 

dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka 

pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang 

mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat 

diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya 

ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan 

pencampuran antara sumber daya alam dengan sumber daya 

manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam 

dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya 

modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan 

pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya 

dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya 

ekonomi. 

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan 

masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan 

sementara ada pihak yang kekurangan.
22
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b. Fungsi pembiayaan  

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, 

perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:
 23

 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari 

modal/uang.  

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan 

dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam 

persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga 

keuangan dengan menyalurkannya kepada pengusaha atau 

masyarakat untuk usaha-usahanya yang bermanfaat. 

b. Meningkatkan daya guna barang  

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat 

mengubah bahan mentah menjadi bahan-bahan jadi sehingga utility 

dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa 

sawit menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak 

kelapa/goreng dan juga peningkatan utility dari padi menjadi beras 

dan sebagainya. 

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang 

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening 

koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral 

dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan 

sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun 
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giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan 

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan 

bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  

d. Menimbulkan kegairahan berusaha  

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan 

kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu mengikat, 

akan tetapi peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan 

manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula, maka 

pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk 

memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.  

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.  

Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup 

kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. 

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional.  

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan 

buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka 

pendapatan negara dari pajak akan bertambah, penghasilan devisa 

bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan komunikasi 

berkurang sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan 

pendapatan nasional akan bertambah. 
24
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan 

memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam memajukan ekonomi 

umat, dengan adanya pembiayaan maka masyarakat memiliki gairah 

untuk berkembang dengan mendirikan usaha-usaha untuk ekonomi 

yang lebih baik lagi. 

3. Jenis-jenis Pembiayaan 

Jenis pembiayaan bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan 

tujuan dan keperluan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jangka 

waktu. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah, antara lain sebagai berikut: 

a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan
25

 

Berdasarkan tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu sebagai berikut:  

1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah yang dipergunakan untuk memperoleh 

barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna 

memenuhi keputusan dalam konsumsi.  

2) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan 

untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari 

saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai 

kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. 

 

b. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan 

Berdasarkan keperluan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas yang digunakan 

untuk menambah modal kerja suatu perusahaan dalam 

rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti 

pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, 

                                                 
25

 Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, Islamic Financial., 9. 



 

 

24 

barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, 

dan lain-lain. 

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiyaaan (berjangka 

menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-

usaha guna merehabilitasi, modernisasi, ekspansi ataupun 

pendirian proyek baru. Misalnya untuk pembelian mesin-

mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. 

3) Pembiayaan konsumsi, pembiayaan yang diberikan bank 

kepada pihak ketiga untuk keperluan konsumsi berupa 

barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau 

dengan cara lain. Seperti pembiayaan kendaraan pribadi, 

pembiayaan perumahan, kontrak rumah, pembelian alat-alat 

rumah tangga.
26

 

 

c. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu 

Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan 

tenggang waktu pelunasan tidak lebih dari satu tahun. 

2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan 

tenggang waktu pelunasan lebih dari satu tahun sampai tiga 

tahun. 

3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan dengan 

jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun.
27

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah 

memiliki berbagai jenis pembiayaan yang meliputi, pembiayaan 

berdasarkan tujuan, keperluan dan  jangka waktu. 

4. Analisis kelayakan pembiayaan  

Pemberian pembiayaan kepada nasabah agar dapat 

dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhnya persyaratan yang 

dikenal dengan prinsip 5C adalah: 
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a. Character 

Character adalah keadaan watak atau sifat dari 

customer/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

lingkungan usaha.
28

 Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui 

kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau 

mengembalikan pinjaman, sehingga tidak menyulitkan bank 

dikemudian hari.
29

 

b. Capital  

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang 

dibiayai.
30

 Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi 

keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan 

datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam 

menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang 

bersangkutan.
31

  

c. Capacity 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib 

dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur 

sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau 
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melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang 

diperolehnya.
32

 

d. Colleteral 

Colleteral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Colleteral harus 

dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban 

finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini 

meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
33

  

e. Condition of Economy 

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian 

yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran 

perusahaan calon mudharib. 
34

 

Penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan sangat 

dibutuhkan oleh bank agar nantinya tidak terjadi risiko yang dapat 

merugikan bank, meskipun risiko tetap terjadi setidaknya risiko tersebut 

tidak memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan bank. 

5. Pembiayaan Bermasalah 

Bermasalah atau macet menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah “tidak dapat berfungsi dengan baik; tidak lancar”.
35

 Jadi pengertian 
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bermasalah disini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang yang dalam 

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik atau tidak lancar.  

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah 

disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran 

atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda 

tangani oleh bank dan nasabah.
36

  

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu 

karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun 

pendapatan keuntungan yang dapat diterima. 

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap 

pembiayaan bermasalah antara lain:
37

 

a. Rescheduling 

Merupakan penjadwalan kembali yang dilakukan oleh bank 

kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun margin dengan 

jadwal yang telah diperjanjikan dengan harapan debitur dapat 

membayar kembali kewajibannya. 

b. Reconditioning 

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan 

dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah 

dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan 
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persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh debitur. 

c. Restructuring 

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan 

dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari 

pemberian pembiayaan. 

d. Kombinasi 

Merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang 

dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara rescheduling dan 

restructuring. 

e. Eksekusi 

Merupakan alternatif terakhir seperti penjualan agunan yang 

dimiliki oleh bank.  

6. Risiko Pembiayaan 

Secara umum risiko yang dihadapi perbankan Islam merupakan 

risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain 

itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan 

tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.
38

  

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank 

syariah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/200, antara 

lain sebagai berikut:  

a. Risiko kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat 

kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. 
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b. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan 

variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang 

dapat merugikan bank. 

c. Risiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. 

d. Risiko operasional, adalah risiko akibat kurangnya sistem 

informasi atau sistem pengawasan internal yang menghasilkan 

kerugian yang tidak diharapkan.  

e. Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 

kelemahan aspek yuridis. 

f. Risiko reputasi, disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang 

kaitannya dengan usaha bank atau persepsi negatif tentang 

bank. 

g. Risiko Strategik, disebabkan adanya penetapan da pelaksanaan 

strategi bank yang tidak tepat. 

h. Risiko kepatuhan, disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya.
39

 

 

Dalam setiap aktivitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang 

melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko di atas dapat 

dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi 

dalam aktivitas pembiayaan. 

 

C. Sertifikasi  

1. Pengertian Sertifikasi 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru 

dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

guru dan dosen sebagai tenaga professional.
40

 

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat 

kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar 

kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara 
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pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah.
41

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa 

sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik atau bukti 

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen yang 

telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi sebagai tenaga 

profesional 

2. Dasar Hukum Sertifikasi 

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum sertifikasi, yaitu: 

a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional. 

b. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

c. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

d. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2005 tentang 

standar kualifikasi dan kompetensi pendidik. 

e. Fatwa/pendapat hukum menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: 

I.UM.01.02-253. 

f. PERMENDIKNAS NO.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru 

dalam Jabatan. 

g. Permendiknas No. 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru 

dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.
42
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3. Syarat-Syarat Mendapat Sertifikasi 

Persyaratan bagi peserta yanag akan mengikuti sertifikasi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau 

diploma empat (D-IV)  dari program studi yang terakreditasi. 

b. Mengajar di sekolah umum dibawah binaan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang di 

perbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

d. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan atau guru 

yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

e. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal lima tahun pada 

satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang 

sama. 

f. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 

(NUPTK).
43

 

 

D. Pembiayaan Sertifikasi 

1. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi 

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah 

multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank 

Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau 

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan ujrah.
44

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan 

sertifikasi adalah pemberian pinjaman kepada pihak yang membutuhkan 
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(guru yang mempunyai tunjangan sertifikasi) dengan menggunakan akad 

ijarah multijasa dimana pihak peminjam harus mengembalikan 

kewajibannya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah. Dengan 

sistem pembayaran angsuran yang dibayarkan dari hasil sertifikasi 

tersebut. 

2. Persyaratan Calon Nasabah Pembiayaan Sertifikasi 

Untuk menunjang kegiatan bidang pembiayaan sertifikasi guru 

perlu ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian 

pembiayaan calon nasabah: 

a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan 

benar. 
b. Fotokopi KTP pemohon dua lembar  dan foto kopi pasangan sah 

dua lembar. 
c. Pas foto terbaru pemohon dan pasangan sah satu lembar. 
d. Fotokopi SK Dirjen penerima tunjangan profesi/Dapodik 

tunjangan sertifikasi. 
e. Fotokopi daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang 

dilegalisir/ rekening koran gaji bulan berjalan. 
f. Fotokopi kartu keluarga, buku nikah, SK 80%, SK 100%, 

karpeg dan taspen. 
g. SK pembagian tugas dari kepala sekolah (legalisir kepala 

sekolah). 
h. Bukti penghasilan lain dari pasangan (ncr untuk pns/ foto usaha 

untuk wiraswasta). 
i. Fotokopi jaminan ijazah terakhir, SK kenaikan gaji berkala, SK 

kenaikan golongan, sertifikat pendidik (aslinya diserahkan pada 

saat pencairan). 
j. Fotokopi riwayat buku tabungan penerima sertifikasi satu tahun 

terakhir dan kartu atm (asli diserahkan pada saat pencairan).
45 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat.
1
 

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden 

baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun dengan jalan 

observasi.
2
 Menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.
3
 

Adapun maksud dari penelitian tersebut yaitu penelitian yang 

mempelajari secara mendalam tentang mitigasi risiko pada pembiayaan 

sertifikasi BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung, yaitu dengan 

penelitian yang secara langsung dapat diperoleh data-data dari lapangan 

dengan tempat penelitian pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bermaksud 

                                                 
1
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membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian”.
4
 

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu 

untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau 

sebagaimana adanya (Natural Setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk 

simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya 

berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang 

belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang 

sistematik, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.
5
  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian berdasarkan 

prosedur yang sistematis dengan memperhatikan pada kegiatan 

operasional BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung untuk 

mengetahui jawaban dari pertanyaan yang akan dipaparkan sesuai dengan 

apa yang didapatkan oleh peneliti. 

Maksud deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu memberikan 

gambaran dan keterangan-keterangan mengenai mitigasi risiko 

pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung. 
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitan itu diperoleh. 

Berdasarkan sumbernya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber informasi untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan oleh peneliti 
6
. Sumber data primer adalah sumber 

data dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.
7
 Dalam hal ini 

peneliti melakukan penelitian langsung di BPRS Kotabumi kantor cabang 

Bandar Lampung. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 

Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang, Bapak Trian Septa Wijaya 

selaku Legal Officer, Bapak Hendri Yanto  selaku Account Officer di 

BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung,  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.
8
 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diteliti 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari 

atau berasal dari bahan kepustakaan
9
. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini berupa buku-buku tentang perbankan syariah, manajeman 

risiko, sertifikasi profesi guru yang terdiri dari, Imam Wahyudi, dkk, 

                                                 
6
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Pemasaran (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2013), 129. 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
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Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Setia 

Mulyawan, Manajeman Risiko, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 

Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, Islamic Financial 

Management, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada 2008), buku milik 

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011) dan buku milik 

Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. 

Selain dari buku-buku di atas sumber data sekunder juga meliputi 

Peraturan Bank Indonesia (PBI), data profil BPRS Kotabumi kantor 

cabang Bandar Lampung, SOP pembiayaan sertifikasi guru BPRS 

Kotabumi,  serta berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Sumber data 

sekunder yang diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer 

menjadi lebih lengkap. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Selain mengumpulkan data lapangan (Field Research), dalam 

penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui 

kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen 

dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, antara lain: 

1. Wawancara/interview 

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada 
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suatu masalah tertentu
10

. Cara yang digunakan peneliti adalah interview 

bebas tidak terpimpin. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti untuk mengumpulkan data,  

dengan meneliti menggunakan pendekatan wawancara. peneliti wawancara 

dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang, Bapak Trian 

selaku Legal Officer dan Bapak Hendri Yanto selaku Account Officer pada 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, untuk memperoleh 

data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi 

yang diperlukan tentang mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi.  

2. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian.
11

 Cartwright & cartwright mendefinisikan observasi 

sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam 

prilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.
12

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung 

maksutnya pengamatan dilakukan dengan menggunakan indra 

penglihatan. Seperti mengamati secara langsung proses pembiayaan 

sertifikasi mulai dari syarat-syarat pengajuan pembiayaan, proses 

pengecekan berkas, pelaksanaan akad sampai proses penyelesaian 
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pembiyaan bermasalah di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
13

 Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, 

atau arsip-arsip seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, brosur, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
14

 

Dalam metode ini peneliti memanfaatkan sumber-sumber data 

seperti Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Stuktur 

Organisasi dan data lainnya yang berkaitan dengan BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif 

adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan 

kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral di dalam penelitian. 

Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya 

mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan 

banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. 

Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang Cyclical 

(berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat 

digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang 
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terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk 

kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.
15

 

Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung akan diolah menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada 

berbagai teori dengan pokok masalah.  

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis 

yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berfikir induktif, sehingga 

peneliti mengetahui mengenai mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi pada 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. 
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 Lilik Aslichati, et.al., Metode Penelitian Sosial, Cet. 5, Ed. 1 (Jakarta: Universitas 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung 

 

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi 

penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak 

tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang 

jasa perbankan dengan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima 

belas milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor 

kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar    

Rp 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).
1
 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memilih badan usaha 

dalam bentuk Bank Syariah karena berlatar belakang dari sejarah bank 

syariah yang sudah ada sejak tahun 1991. Pada saat krisis moneter yang 

terjadi pada tahun 1998 Bank Syariah tidak terlalu terkena dampaknya. 

Sehingga maka hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendirikan Bank Syariah 

Kotabumi yang menggunakan prinsip syariah.
2
 

Setelah tujuh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi 

semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa 
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perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan 

masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk 

Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti 

Peresmian Bank Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung 

Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan 

Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.
3
 

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar lampung 

merupakan salah satu dari dua kantor cabang dari Bank Syariah Kotabumi 

yang berpusat di Kotabumi, Lampung Utara. Bank Syariah Kotabumi 

merupakan bank milik pemerintah kabupaten Lampung Utara yang berdiri 

pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. 

Seiring berjalannya waktu, badan hukum berubah menjadi PT. BPR 

Syariah Kotabumi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan 

Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% saham PT. 

BPR Syariah Kotabumi.
4
 

Kantor cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di 

Bandar Lampung, mulai resmi beroperasi pada tahun 2014 yang 

diresmikan oleh walikota yang menjabat pada saat itu adalah Herman H.N. 

PT. BPR Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung beralamat di jalan 

Zaenal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng Bandar Lampung.
5
 

                                                 
3
 Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Mei 2019 
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Setelah PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung resmi berdiri, yang menjadi kepala cabang di bank ini yaitu 

Bapak Iwan Setiawan. Hingga pada tahun 2017 bulan juli, Bapak Iwan 

Setiawan dipindahkan menjadi Kepala Cabang Tulang Bawang Barat dan 

yang menjadi Kepala Cabang Bandar Lampung yaitu Bapak Nur. Namun 

pergantian tersebut tidak berlangsung lama, tepatnya pada bulan 

November 2017 Bapak Iwan Setiawan kembali mejadi Kepala Cabang PT. 

BPR Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung hingga sekarang, 

sedangkan Bapak Nur kembali menjadi Kepala Cabang Tulang Bawang 

Barat.
6
 

2. Struktur Organisai BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung 

 

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan 

keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah 

terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Kepengurusan PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung tahun 2019 sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas 

dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

terdiri dari: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung 

Tahun 2019-2020.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari struktur organisasi di atas yang mempunyai tugas dan 

wewenang dalam mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi di BPRS  

                                                 
7
 Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip Jumat 17 Mei 2019. 
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Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menurut hasil wawancara 

dengan Bapak Iwan Setiawan selaku kepala cabang yaitu:  

Bagian yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam 

mitigasi risiko ya bagian Account officer dan Legal Officer, AO 

yang menangani urusan pengembalian pembiayaan kalo legal 

bagian berkas dan jaminan. Dan tentu juga saya sebagai  kepala 

cabang pastinya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bank ini.
8
 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa 

bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses mitigasi 

risiko adalah Account Officer, Legal Officer dan kepala cabang. Kepala 

cabang Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan 

pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah, 

Account Officer mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam risiko 

pengembalian pinjaman dan Legal Officer bertanggung jawab terhadap 

berkas seperti keabsahan data dan jaminan. 

 

B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

 

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia 

No.11/25/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Menajemen Risiko Bagi Bank Umum, 

menyatakan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi kerugian akibat 

terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu.
9
 

                                                 
8
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Terdapat ungkapan menarik, “Bank adalah mesin risiko: mereka 

mengambil risiko, mentransformasi, dan kemudian melekatkannya pada 

produk dan jasa yang diberikannya”. Terdapat istilah “risk-return trade-off” 

yang berarti makin besar imbal hasil yang kita harapkan, maka makin besar 

pula risiko yang harus kita tanggung.
10

 

Hal ini berarti dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh bank itu 

memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam penyaluran 

pembiayaan, seringkali terjadi pembiayaan bermasalah. “Risiko pembiayaan 

sering kali dikaitkan dengan risiko kredit atau gagal bayar.”
11

 

Pelaksanaan pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung ini dijelaskan oleh Bapak Hendri Yanto  selaku 

Account Officer, sebagai berikut: 

Pembiayaan sertifikasi itu pembiayaan yang diberikan kepada guru 

atau dosen yang mempunyai sertifikasi, jadi sistem pembayarannya 

kita ambil dari dana sertifikasi. Akad yang digunakan sesuai 

kebutuhan nasabah digunakan untuk apa. Tapi rata-rata nasabah 

sertifikasi disini pengajuan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, 

biaya nikah dan lain-lain yang berbentuk jasa jadi kita pakai akad 

ijarah multijasa.
12

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa 

aplikasi pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung dilaksanakan akad ijarah multijasa. Karena pembiayaan tersebut 

digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan dalam bentuk jasa 

lainnya.  
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 Imam Wahyudi et al., Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 

81. 
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2011), 63. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku Account 

Officer mengenai prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi pada 

akad ijarah multijasa di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung, sebagai berikut: 

1. Pemohon mengajukan pembiayaan sertifikasi. 

2. Pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank. 

3. Pemohon harus menunggu keputusan manager. 

4. Apabila disetujui langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan 

proses pencairan dana.
13

 

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan 

pembiayaan, seperti di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi 

menggunakan akad ijarah multijasa. Sehingga dalam pembiayaan sertifikasi 

memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan tentu para 

nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 

Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menungu 

keputusan manajer apakah pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidaknya. 

Setelah pihak bank menyetujui atas permohonan pembiayaan yang diajukan, 

maka pemohon dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah 

selesai yaitu proses pencairan. 

Jika di atas terdapat prosedur pengajuan bagi para pemohon tentunya 

pihak bank mempunyai prosedur dalam pemberian pembiayaan sertifikasi 
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 Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku (Account Officer), Senin, 20 Mei 2019. 
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guru, kronologis urutan kegiatannya yaitu, seperti yang dijelaskan Bapak 

Iwan Setiawan selaku kepala cabang berdasarkan Sistem Operasional 

Prosedur (SOP) Pembiayaan Sertifikasi guru di BPRS Kotabumi kantor 

Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Account officer melakukan wawancara awal tentang tujuan penggunaan. 

2. Memeriksa biodata dan berkas persyaratan calon nasabah. 

3. Dilanjutkan pemberian nomor registrasi oleh petugas bank. 

4. Pengecekan Sistem Laporan Informasi Keuangan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

5. Membuat laporan analisa pembiayaan  

6. Setelah analisa selesai, berkas diserahkan ke legal officer untuk 

dilakukan pengecekan (biaya yang dibebankan ke nasabah, keaslian 

jaminan, pengecekan sisa saldo ATM) 

7. Setelah pengecekan legal officer selesai berkas diperiksa oleh manajer 

marketing secara keseluruhan. 

8. Setelah disetujui oleh direksi/kepala cabang, maka dilanjutkan 

penandatanganan akad pembiayaan. 

9. Setelah proses akad pembiayaan selesai, nasabah diarahkan untuk 

membuka aplikasi tabungan. 

10. Setelah selesai menginput data, berkas pembiayaan diberikan kebagian 

Teller untuk diproses pencairan dana.
14
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Berdasarkan penjelasan Bapak Iwan Setiawan di atas mengenai 

pelaksanaan pemberian pembiayaan, maka peneliti rasa BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melaksanakan pemberian 

pembiayaan sertifikasi sudah cukup baik menjalankan sesuai prosedur. 

Pembiayaan Sertifikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki jumlah nasabah yakni: 

Tabel 4.1 

Jumlah Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi Kc. Bandar 

Lampung Tahun 2017-2018/31 Desember dan per 30 April 2019
15

 

 

No. Asal Daerah Nasabah 2017 2018 2019 

1. Pesawaran 152 149 142 

2. Lampung Selatan 276 281 256 

3. Bandar Lampung 191 201 181 

4. Pringsewu 95 91 73 

5. Lampung Tengah 201 210 192 

6. Tanggamus 82 80 63 

7. Lampung Timur 14 12 13 

8. Metro 30 29 29 

Total Nasabah 1041 1053 949 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bawasannya nasabah 

pembiaayaan sertifikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berjumlah 1041 per 31 Desember 

tahun 2017, 1053 per 31 Desember tahun 2018 dan 949 pada tahun 2019 per 

30 April nasabah. Yang artinya terjadi peningkatan jumlah nasabah 
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pembiayaan sertifikasi pada tahun 2018 dan terjadi penurunan yang sangat 

signifikan di tahun 2019 ini, hal ini berarti menandakan banyak nasabah yang 

telah melunasi pinjamannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Yanto terkait 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sertifikasi beliau menjelaskan, 

“Nasabah bermasalah kemungkinan hanya ada 3% dari total nasabah 

sertifikasi, yah sekitar 30 nasabah lah kurang lebihnya coba dihitung dari total 

nasabah sertifikasi kayaknya sih segitu ya sedikit kok jarang yang 

bermasalah.”
16

 

Hal ini berarti dari keseluruhan total nasabah pembiayaan sertifikasi 

terdapat kurang lebih 30 nasabah. Beliau memperjelas bahwa nasabah 

bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung jarang mengalami pembiayaan bermasalah, namun 

dalam hal ini bank tetap memiliki cara dalam menangani risiko tersebut.  

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan 

sertifikasi, seperti yang dikemukaan oleh Bapak Hendri Yanto ketika ditanya 

apa saja risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan sertifikasi, yakni: 

Risiko di pembiayaan sertifikasi ini gak kompleks dek, jadi 

masalahnya ya cuma itu-itu aja sebenernya. Ya kalo yang 

kemungkinan terjadi sih biasanya nasabah macet/telat bayar gara-gara 

sertifikasinya gak cair nah sertifikasi gak cair ini biasanya karena guru 

tersebut kekurangan jam mengajar atau mungkin karena pindah tugas, 

ada juga nasabah yang nakal buat rekening ganda buat laporan ke 

kepolisian bahwa Automated Teller Machine (ATM) hilang sama dia 

narik pakai sms banking/mobile banking itu mah karakter ada kasus 
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yang seperti itu. Risiko ada lagi itu ya yang nasabah meninggal tapi 

kita ada asuransi jiwa kalo disini wajib asuransi jiwa itu juga memuat 

asuransi wanprestasi, asuransi ini itu misal kalo sertifikasi dicabut tapi 

itu karena kebijakan umum untuk semua bukan karena kesalahan 

nasabah itu ada asuransi wanprestasi.
17

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa 

terdapat tiga risiko yang kemungkinan terjadi yakni pertama risiko nasabah 

gagal, kedua meninggalnya nasabah pembiayaan sertifikasi dan risiko 

sertifikasi dicabut. Jika dilihat dari risiko-risiko di atas maka terdapat 

beberapa bentuk risiko yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakayat Syariah 

(BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar lampung. 

Bentuk-bentuk risiko yang ada pada Bank Syariah mengacu pada, 

Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011, antara lain sebagai berikut:  

a. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati. 

b. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko 

berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau 

disewakan. 

c. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang 

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi 

keuangan bank. 

d. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh 

proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, 

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 

e. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. 

f. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap bank. 
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g. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta 

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

h. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. 

i. Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) adalah risiko akibat 

perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada 

nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang 

diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi 

perilaku nasabah dana pihak ketiga bank . 

j. Risiko Investasi (equity investment risk) adalah risiko akibat bank 

ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam 

pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.
18

 

 

Dalam kegiatan bank sedikitnya terdapat delapan bentuk risiko yaitu 

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, 

risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Namun dalam 

perbankan syariah terdapat dua tambahan risiko yang melekat pada kegiatan 

bank yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Perbankan konvensional 

tidak memiliki dua risiko tersebut dikarenakan bank konvensional tidak 

menggunakan sistem bagi hasil.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai risiko-risiko 

yang terjadi dan dilihat berdasarkan teori  bentuk-bentuk risiko yang ada pada 

perbankan syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang terjadi 

maka risiko yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pembiayaan sertifikasi ini 

peneliti melihat terdapat tiga bentuk risiko yaitu risiko kredit, risiko 

oprasional dan risiko strategik. 
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Pertama, risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung yaitu, karena karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak 

mempunyai keinginan memenuhi kewajibannya seperti melakukan 

kecurangan membuat rekening/ Automated Teller Machine (ATM) ganda dan 

melakukan penarikan dana sertifikasi dengan menggunakan sms 

banking/mobile banking yang dimiliki nasabah. Mengenai sertifikasi yang 

tidak cair pun terdapat risiko karakter karena dana sertifikasi tidak cair 

biasanya karena nasabah/guru tersebut kekurangan jam mengajar, kekurangan 

jam mengajar tersebut bisa saja dipenuhi dengan mencari jam tambahan di 

sekolah lain agar mendapatkan sertifikasi kembali. Kemudian seperti kasus 

pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang pernah terjadi dan 

mengakibatkan risiko gagal bayar. 

 Kedua, Risiko operasional yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam 

pembiayaan sertifikasi ini contohnya kegagalan menganalisa karakter nasabah 

yang menimbulkan salah pilih nasabah dan kegagalan dalam analisa dokumen 

seperti keabsahan tanda tangan, seperti yang pernah terjadi yaitu adanya 

pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang dilakukan nasabah. 

Ketiga, risiko strategik yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam 

pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat pada kasus nasabah guru Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah 



 

 

53 

murid yang dididik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, 

dengan tidak adanya jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang untuk 

menutupi kewajiban nasabah. Jika suatu saat sertifikasi dicabut maka akan 

terjadi risiko kredit yaitu nasabah gagal bayar atau macet dan bank akan 

mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dari jaminan-jaminan 

yang dititipkan di Bank.  

 

C. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung 

 

Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, 

bank syariah menggunakan manajeman risiko agar risiko yang ada tidak 

terjadi. Dengan demikian manajeman risiko berfungsi sebagai filter atau 

pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.
19

 

Dalam proses manajeman risiko hal yang paling penting agar risiko 

yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan 

mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan 

aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, atau mengurangi 

kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.
20

 

Mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses 

manajemen risiko, berdasarkan teori penerapan manajemen risiko yang harus 

dilakukan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu: 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan 

Pengawas Syariah  
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Adiwarman.A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2014), 255. 
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2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen 

risiko 

3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 

risiko serta sistem informasi menejemen risiko. 

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
21

 

 

Mitigasi risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi terjadinya 

risiko atas pemberian pembiayaan kepada seseorang, Mitigasi di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung haruslah tepat, cepat dan dapat menjadi solusi bagi risiko yang 

dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko ini tidak tepat sasaran maka 

risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank.  

Sebelum melaksanakan Mitigasi risiko tentunya terlebih dahulu 

dilaksanakan manajeman risiko, karena mitigasi ini merupakan tahapan 

terakhir dari manajeman risiko. Manajeman Risiko pembiayaan sertifikasi  

pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, meliputi: 

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris 

Pengawasan dewan direksi dan dewan komisaris dijelaskan dari 

hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan. 

Pengawasan ini jelas di dewan direksi sama komisaris, jadi kalo di 

cabang seperti disini ya saya selaku kepala cabang, berhak nentuin 

setuju enggaknya pembiayaan yang diajuin nasabah, tapi kita tetap 

koordinasi dengan kantor pusat biasanya setelah dibuat 

rekapitulasi pembiayaan yang akan dicairkan maka kita kirim 

lewat fax ke kantor pusat.
22

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, 

pengawasan dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Seperti 
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Bapak Zainul selaku komut, Bapak Amrullah selaku direktur utama, Ibu 

Reka Yani selaku direktur dan Bapak Iwan Setiawan selaku pimpinan 

cabang Bandar Lampung terhadap pembiayaan sertifikasi dilakukan saat 

rapat komite dimana direksi dan dewan komisaris menyetujui atau tidak 

menyetujui pembiayaan sertifikasi yang diajukan oleh nasabah.  

2. Kecakupan Kebijakan, Prosedur dan Limit 

Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

kecakupan kebijakan, prosedur, dan limit dalam wawancara dijelaskan: 

Kebijakan ya kita harus berhati-hati kalok ada yang ngajuin 

pembiayaan, kita seleksi kan kita juga pake analisis 5C, biar 

meminimalisir enggak ada risiko, kalo ada risiko ya account 

officer, legal officer sama dewan direksi/kepala cabang yang 

bertanggung jawab, kalo penetapan limit ya kita liat khususnya 

kondisi nasabahnya secara keseluruhan gimana.
 23

 

 

Berdasarkan hasil wawancara kebijakan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung Menggunakan prinsip kehati-hatian 

dalam menyetujui pengajuan pembiayaan sertifikasi agar tidak terjadi 

risiko. Jika dilihat dari hasil wawancara sebelumnya terdapat tiga risiko 

yang kemungkin yang dapat terjadi pada pembiayaan sertifikasi. Pertama, 

nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit. 

Kedua, Meninggalnya nasabah pembiayaan sertifikasi. Ketiga, sertifikasi 

guru dicabut secara umum oleh instansi atau pemerintah.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung dalam manajemen risiko menetapkan prosedur 
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dan wewenang yang bertanggung jawab bila terjadinya risiko, yaitu: 

pertama, AO (Account Officer) dimana Account Officer yang telah 

merekomendasikan nasabah pembiayaan dan Account Officer lah 

mempunyai tanggung jawab dalam segi pengembalian pembiayaan dan 

pendapatan. 

Kedua, Legal Officer dimana pihak legal bertanggungjawab atas 

berkas pembiayaan, memeriksa keabsahan dokumen jaminan nasabah dan 

memeriksa keaslian berkas-berkas lain yang berkaitan dengan 

permohonan pembiayaan sertifikasi. 

Ketiga, Internal Audit, melakukan pengawasan terhadap setiap 

kegiatan pembiayaan yang dilakukan BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung. Keempat, Dewan Direksi/Pimpinan Cabang dimana 

Dewan Direksi/Pimpinan Cabang memberikan persetujuan pembiayaan. 

Sedangkan limit untuk menetapkan pembiayaan sertifikasi, BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam memberikan 

pembiayaannya harus melihat dengan benar kemampuan nasabah dalam 

mengembalikan pembiayaannya. Pihak BPRS juga saat menganalisis 

menggunakan prinsip 5C. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Hendri Yanto selaku 

Account Officer, analisis 5C yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut:  

Analisis 5C biasanya kita kalo Character itu kita lihat dari SLIK/ 

track record nya, kalo Capacity itu lihat dari aplikasi kayak 
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pendapatannya berapa biaya hidup berapa jadi punya penghasilan 

berih berapa, kalo capital biasanya kita lihat juga di aplikasi 

kekayaan nya berapa kayak jumlah rumah, mobil, kalo condition 

itu kita lihat masa pensiun, kalo jaminan ya kita kayak ijazah dan 

lain-lain itu.
24

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai analisis yang 

dilakukan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung peneliti dapat memberikan 

analisa bahwasannya analisis 5C yang dilakukan BPRS adalah sebagai 

berikut: 

a. Character (Watak) 

Character adalah keadaan watak atau sifat dari 

customer/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

lingkungan usaha.
25

 Sesuai dengan teori pihak BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung telah menganalisis karakter calon 

nasabah, dengan cara mengecek Sistem Laporan Informasi Keuangan 

(SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah ada pinjaman 

di bank lain, seberapa tinggi tingkat kolektibilitas calon nasabah. Bila 

calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain dan memiliki tingkat 

kolektibilitas yang tinggi makan pihak BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung sudah dapat membaca karakter calon 

nasabah bahwa calon nasabahnya memiliki karakter kurang baik jadi 

pihak bank tidak akan memberi persetujuan terhadap pembiayaan 

yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut. 
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 Wawancara Bapak Hendri Yanto (Account Officer), Senin 20 Mei 2019. 
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b. Capacity (Kemampuan) 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib 

dalam menjalankan usahanya penilaian ini adalah untuk 

mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, 

dari hasil usaha yang diperolehnya.
26

 

Berdasarkan teori di atas pihak BPRS telah melakukan analisa 

mengenai kemampuan calon nasabah BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang 

telah diisi calon nasabah bagian data penghasilan. Bagian data 

penghasilan juga dapat menunjukan berapa besar biaya hidup dan 

angsuran lainya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil 

penghasilan bersih/bulan calon nasabah maka pihak bank dapat 

menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan 

oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah. Maka akan 

diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut. 

c. Capital (Modal) 

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang 

dibiayai.
27

 Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi 

keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan 

datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam 
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menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang 

bersangkutan.
28

  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung juga melihat seberapa banyak data 

kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari aplikasi pembiayaan 

yang telah diisi oleh calon nasabah, dari jumlah rumah, tanah, mobil 

dan motor serta perkiraan harga dari setiap masing-masing kekayaan 

yang dimiliki tersebut. maka menurut peneliti pihak bank telah 

melakukan analisa yang sesuai. 

d. Condition of economy (Situasi Ekonomi)  

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, 

sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi 

kelancaran perusahaan calon mudharib. 
29

 

Dalam hal ini pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melihat situasi 

calon nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabahnya 

tersebut, karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan 

sertifikasi adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi. 

Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan 

seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan 

diperhitungkan. Agar tidak mempengaruhi kelancaran pembiayaan. 
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e. Collateral (Jaminan) 

Colleteral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Colleteral harus 

dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban 

finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini 

meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
30

  

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku 

Account Officer, karena BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung dalam pembiayan sertifikasi nasabahnya adalah guru 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi sehingga yang 

menjadi jaminan yaitu seperti asli ijazah terakhir, SK berkala, 

sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan Automated Teller Machine 

(ATM) nasabah yang bersangkutan atau yang mengajukan 

pembiayaan tersebut.
31

  

Berdasarkan keterangan di atas pihak BPRS telah melakukan 

analisa pada jaminan namun jaminan yang diserahkan kepada bank 

merupakan jaminan yang tidak memiliki nilai finansial, maka jaminan 

yang diserahkan tidak dapat memiliki nilai pengembalian atau dapat 

mengatasi risiko jika suatu saat terjadi kredit macet. Jaminan tidak 

bisa dieksekusi atau dilelang untuk melunasi pinjaman pada bank. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai realisasi 

penerapan analisis 5C pada pembiayaan sertifikasi jika dilihat 
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berdasarkan teori pihak BPRS telah melakukan analisis 5C cukup baik, 

namun pada analisis Collateral (Jaminan) pihak bank belum mempunyai 

kebijakan untuk menambahkan jaminan yang bernilai finansial yang bisa 

digunakan untuk pengembalian pembiayaan atau jaminan yang bisa di 

eksekusi/lelang saat terjadi kredit macet.  

3. Kecakupan Proses dan Sistem Manajeman Risiko 

a. Identifikasi Risiko 

Proses identifikasi risiko pada BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung dijelaskan oleh Bapak Hendri Yanto, 

ketika ditanya bagaimana proses identifikasi di BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung: 

Proses identifikasi risiko yang kita lakukan pertama ya 

melihat kemampuan nasabah dalam membayar utangnya, 

biasanya yang kita lakuin pasti mengecek SLIK/BI cheking 

biar tau gimana nasabah itu punya utang di bank lain apa 

enggak, sama cek berkas pengajuan biasanya kayak keaslian 

jaminan, tanda tangan dan lainnya.
32

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam 

mengidentifikasi calon nasabahnya agar tidak terjadi risiko, pihak 

bank harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar 

angsurannya dan harus mengetahui apakah nasabah mempunyai 

hutang di bank lain, yakni dengan cara pengecekan sisitem laporan 

informasi keuangan (SLIK) atau BI checking. Disana BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat mengetahui track 
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record dari nasabah apakah nasabah tersebut memilki hutang piutang 

dengan bank lain yang belum dilunasi atau tidak. identifikasi lain 

seperti pengecekan keabsahan jaminan dan berkas pengajuan lainnya 

seperti keabsahan tanda tangan juga dilakukan. 

Proses identifikasi mengenai keabsahan berkas-berkas 

permohonan pembiayaan dilakukan oleh bagian Legal Officer, dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Trian Septa Wijaya 

beliau mengatakan bahwa: 

Berkas yang harus dicek keasliannya ya seperti jaminan, 

NCR/slip gaji, tanda tangan persetujuan dari pasangan 

(suami/istri), tanda tangan kepala sekolah, cara ngeceknya ya 

kalo jaminan kayak ijasah, SK dan lainnya yakan kalo kayak 

di ijasah ada hologramnya dan ada huruf timbulnya seperti 

kertas, warnanya juga kelihatan asli atau tidaknya, kalo 

NCR/slip gaji ya kita, dan kalo tanda tangan pasangan 

(suami/istri) kita lihat dari ktp kita cocokan, nah kalo tanda 

tangan kepala sekolah sebelumnya kita ada MOU atau kita 

kan minta legalisir pembagian tugas mengajar kan sudah ada 

tanda tangan kepala sekolah nah kita cocokan juga tapi kalo 

misal kita ragu ya kita bisa menghubungi pihak kepala 

sekolah.
33

 

 

Berdsaarkan hasil wawancara di atas mengenai keabsahan 

data untuk berkas yang perlu di cek keasliannya adalah jaminan, 

tanda tangan, dan NCR/slip gaji. Menurut peneliti dalam proses 

pengecekan keaslian jaminan sudah cukup baik karena selama ini 

pernah terjadi kasus jaminan palsu (ijazah) dan hal tersebut berhasil 

diketahui sejak awal pengecekan oleh Legal Officer sehingga 

pembiayaan tidak disetujui. Namun mengenai keabsahan tanda 
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tangan yang hanya mencocokan melalui kartu tanda penduduk 

(KTP) menurut peneliti kurang efektif dan harus diperbaiki karena 

sempat terjadi pemalsuan tanda tangan pasangan (suami/istri) sampai 

pembiayaan tersebut disetujui dan menimbulkan pembiayaan 

bermasalah. 

b. Pengukuran Risiko 

Pengukuran risiko ini merupakan kegiatan manajeman risiko 

yang selalu membutuhkan ketelitian, agar tidak terjadi kesalahan 

dalam mengambil kebijakan. Bapak Hendri Yanto menjelaskan 

ketika ditanya bagaiman proses pengukuran risiko: 

Kita lihat berdasarkan karakteristik pembiayaannya dulu, 

sumber pengembaliannya pembiayaan nasabah dari mana, 

jika sertifikasi pastinya dari dana sertifikasi, atau kita lihat 

penghasilan lain dari pasangannya apa. Kemudian kita liat 

seberapa besar kerugian/biaya yang bakalan kita tanggung 

kalo misal risiko itu terjadi, ini kaitannya dengan mitigasi, 

kalo kita enggak ngukur nanti salah mitigasinya kan, sama 

kalo disini kalo nasabah macet tuh ada ukurannya. Kalo di 

BPRS tingkat Kolektabilitas beda dengan bank konvensional 

atau bank umum kalo disini kol satu itu tiga bulan kalo di 

bank umum kan satu bulan.
 34

 

 

Pembiayaan sertifikasi dikatakan bermasalah oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung apabila nasabah mengalami kolektabilitas dua atau 

dalam perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak 

dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, kolektabilitas tiga atau  

kurang lancar dimana lebih dari sembilan bulan mengalami 

penunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan 
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mengalami kolektabilitas empat atau diragukan yaitu kurang dari 

satu tahun nasabah tidak membayar angsurannya. Berbeda dengan 

Bank umum atau konvensional karena dalam pembiayaan sertifikasi 

tersebut pencairan dana sertifikasi setiap tiga bulan sekali bukan 

setiap bulan maka kolekbilitas ditentukan berdasarkan termin 

pencairan dana sertifikasi. 

c. Pemantauan Risiko 

Terkait proses pemantauan risiko ketika wawancara dengan 

Bapak Hendri Yanto menjelaskan: 

“Pemantauan risiko pembiayaan itu sih di awal kita lihat 

melalui rekening koran apakah serifikasinya lancar atau tidak 

dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, kita hubungi 

jika terjadi keterlambatan cairnya sertifikasi dan menanyakan 

kepada nasabah dan jika nasabah tidak mengetahui maka 

kami akan menghubungi bendahara dinas terkait.”
35

 

 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung ini melakukan pemantauan pembiayaan 

hanya pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan dengan 

mengecek rekening koran. Setelah pembiyaan berjalan pihak bank 

hanya menghubungi nasabah apabila terjadi ketidak lancaran pada 

sertifikasi tersebut untuk selanjutnya tidak adanya laporan secara 

berkala dari bendahara dinas tentang informasi terkait sertifikasi 

nasabah dikarenakan tidak adanya MOU (kerjasama) dari pihak bank 

kepada bendahara dinas dan pihak bank pun tidak melakukan 

pengawasan secara periodik dari bank kepada nasabah tentang jam 
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mengajar kurang atau tidak, pindah tugas atau tidak untuk 

mengetahui informasi terkait kelancaran sertifikasi nasabah.  

d. Pengendalian Risiko 

Tahapan yang terakhir yakni pengendalian risiko, 

pengendalian di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

seperti yang di jelaskan oleh Bapak Hendri Yanto: 

Pengendalian kita lakuin dari awal, dari pengajuan berkas, 

khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya harus bener-

bener, kita analisa pakai 5C setelah pembiayaan berjalan kalo 

ada yang nunggak sebelum kolek dua maka kita hubungi 

nasabah kita tanya kenapa sertifikasinya tidak keluar atau 

jika karena dana sertifikasi telah ditarik oleh nasabah 

sebelum bank menarik maka nasabah kita kasih jangka waktu 

buat bayar, kalo sudah masuk kolek dua, nasabah tidak 

menunjukan bahwa nasabah ingin melunasi, kita kasih surat 

peringatan.
36

 

 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung telah menerapkan pengendalian risiko 

pembiayaan sertifikasi dengan cukup baik, dimulai dari tahap awal 

proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan sampai nasabah 

melunasi angsuran pembiayaan. Pengendalian angsuran pembiayaan 

jika terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan cara 

rescheduling. Pihak Account Officer akan menghubungi nasabah 

tersebut dan memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang 

mengalami penunggakan sebelum masuk kolektabilitas dua untuk 

melunasi kewajibannya sebelum pihak BPRS memberikan Surat 

Peringatan terhadap nasabah pembiayaan.  
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4. Sistem Pengendalian Intern  

Sistem pengendalian intern yang ada pada BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung dari hasil wawancara dengan Bapak 

Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang adalah sebagai berikut: 

Jadi kita ada audit intern setiap tiga/enam bulan sekali tim audit 

datang kesini buat cek laporan keuangan kita dan seluruh kegiatan 

kita mulai dari kelengkapan berkasdan lainnya di cek kita sesuai 

prosedur Undang-Undang atau tidak. Kalo kita ada kesalahan ya 

pasti jadi temuan audit dan akan bermasalah.
37

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung telah melakukan sistem pengendalian 

intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) seperti yang 

tertuang dalam peraturan bank Indonesia bab VI bagian kedua pasal 17 

ayat 2 nomor 13/23/PBI/2011 yakni berbunyi “penilaian terhadap sistem 

pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern 

(SKAI).”
38

 

Pelaksanaan manajeman risiko pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung terus dilakukan. Berdasarkan data yang didapat dari 

lapangan dan teori yang ada pihak BPRS telah menerapkan manajemen risiko 

sesuai prosedur walaupun belum sepenuhnya.   

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai realisasi 

penerapan manajemen risiko untuk menetapkan mitigasi risiko pada Bank 
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Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung cukup baik sesuai 

dengan teori penerapan manajemen risiko strategi yang harus dilakukan bank 

syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu Pengawasan aktif dewan 

komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, Kebijakan, Prosedur, dan 

penetapan limit Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategi.  

Kekurangan dari pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung dalam upaya mengendalikan risiko untuk meminimalisir atau 

bahkan menetralisir risiko dari pembiayaan sertifikasi yaitu belum adanya 

MOU (kerjasama) antara pihak BPRS Kotabumi dengan bendahara dinas dan 

bank yang bekerjasama dengan dinas terkait mengeluarkan sertifikasi tentang 

pemotongan gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah  langsung 

dari bendahara dinas yang akan disetorkan ke pihak BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 

Setelah menjalankan beberapa tahapan-tahapan manajemen risiko 

maka tahap yang terakhir yaitu penentuan mitigasi risiko. Ketika suatu risiko 

terjadi, bank wajib memiliki mitigasi risiko. Terdapat beberapa kemungkinan 

dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko. Bentuk-bentuk 

mitigasi risiko pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Menghindari risiko 

Bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari 

risiko dipilih sebagai respon terhadap risiko yang dihadapi, 

dimana bank menganggap biaya lebih murah dibandingkan harus 

melakukan tindakan lainnya. 

b. Mentransfer risiko 

Bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang 

dihadapinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan takaful atau 
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asuransi. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang 

menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, 

dan lainnya. 

c. Menerima risiko 

Bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi 

mungkin mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak 

ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut 

melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena 

tidak adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko 

tersebut, dan kalaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan 

sengatlah mahal. 

d. Membiarkan risiko 

Bank bisa membiarkan risiko saja risiko-risiko yang dihadapinya 

terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun, tindakan ini biasanya 

berlaku untuk jens risiko yang dampak kerugiannya sangat rendah 

dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank.
39

 

 

Berdasarkan bentuk-bentuk mitigasi risiko di atas, maka dalam 

menangani risiko tersebut BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

memlilih melakukan tindakan mitigasi risiko yaitu menerima risiko dan 

mentransfer risiko. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung: 

Tabel 4.2.  

Mitigasi Risiko Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi  

Kantor Cabang Bandar Lampung.
40

 

 

Risiko 
Mitigasi 

Risiko 
Tindakan 

Risko Nasabah 

gagal bayar 

Menerima 

Risiko 

Bank perlu memperbaiki pola hubungan 

dan komunikasi dengan nasabah untuk 

mengetahui penyebab keterlambatannya. 

dan memberikan surat peringatan, serta 

pemblokiran buku tabungan, dan 

penghapusbukuan (write off) 

Meninggalnya 

Nasabah 

Mentransfer 

Risiko 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung menggunakan Asuransi Jiwa 

kepada setiap nasabah yang melakukan 

pembiayaan. 
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Risiko 
Mitigasi 

Risiko 
Tindakan 

Sertifikasi 

dicabut 

Mentransfer 

Risiko 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung menggunakan Asuransi 

wanprestasi kepada setiap nasabah yang 

melakukan pembiayaan  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bawasannya Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung melakukan mitigasi risiko dengan dua cara yakni menerima dan 

mentransfer risiko, meskipun dalam teori terdapat empat macam mitigasi 

risiko yakni menghindari risiko, menerima risiko, mentransfer risiko, dan 

membiarkan risiko. Segala risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi di 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung diterima dan dimitigasi 

oleh pihak BPRS karena sejauh ini risiko yang terjadi harus diterima dan 

ditransfer.  

Proses mitigasi risiko di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yakni seperti yang dijelaskan 

oleh Bapak Hendri Yanto ketika ditanya bagaimana proses mitigasi risiko di 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung: 

Prosesnya itu ya hampir sama kayak manajemen risiko karena kan 

mitigasi bagian dari manajemen risiko, ya diidentifikasi, diliat 

karakteristik risikonya sama penyebabnya, dampaknya kaya gimana, 

baru kita bisa mitigasi, kalo disini kita pakai yang menerima sama 

yang mentransfer, soalnya kan kalo kita hindari, risiko kecil bisa jadi 

besar, terus enggak pernah kaya risiko yang dampaknya lebih besar 

dari penangannya tuh gak pernah ada kalo dalam pembiayaan 

sertifikasi yang ada dalam pembiayaan umum biasanya kayak 

contohnya misal kita mau eksekusi jaminan kita harus keluarin biaya 

untuk lelang untuk lapor polisi dan lain-lain tapi biaya-biaya yang 

harus kita keluarkan lebih besar dari kekurangan utang nasabah jadi 
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mending kita biarin aja ikhlasin aja atau ya diselesaikan secara 

kekeluargaan.
41

 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses mitigasi risiko kita 

dapat mengetahui bahwa mitigasi risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung merupakan salah satu tahapan yang ada di manajeman 

risiko yaitu, tahapan terakhir. Jadi pelaksanaan mitigasi risiko ini dilaksankan 

setelah manajeman risiko sudah terlaksana.  

Proses mitigasi risiko itu sendiri yang pertama kali dilakukan adalah 

mengenali karakteristik risiko yang akan dimitigasi, penyebab dari risiko 

tersebut, serta bagaimana dampak yang diterima oleh BPRS ketika risiko 

tersebut terjadi. Kemudian BPRS melakukan tindakan memilih menerima 

risiko atau mentransfer risiko, disertai pilihan serta tindakan yang akan 

digunakan guna menetralisir kerugian yang terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Yanto di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung melakukan mitigasi risiko dengan cara menerima dan 

mentransfer risiko. Pelaksanaan mitigasi risiko di BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung dilakukan setelah dilaksankannya manajemen 

risiko.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung mengalami tiga kemungkinan risiko yang terjadi pada 

pembiayaan sertifikasi yakni, nasabah gagal bayar karena kecurangan atau 

kejahatan yang nasabah lakukan yang merupakan hal yang menimbulkan 
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risiko kredit, risiko meninggalnya nasabah pembiayaan sertifikasi, dan risiko 

dicabutnya sertifikasi.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung memilih memitigasi dengan dua cara yakni menerima dan 

mentransfer risiko dikarenakan BPRS tidak menyepelekan risiko sekecil 

apapun, karena meskipun kecil ketika dibiarkan tentunya akan semakin 

banyak risiko yang kemudian dapat menimbulkan masalah pada BPRS. Pada 

pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

terdapat kurang lebih 30 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, 

hampir keseluruhan dari total tersebut mengalami risiko gagal bayar. 

Tindakan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam 

menangani risiko nasabah gagal bayar dan meninggal yakni dengan 

memitigasinya sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang 

dimiliki BPRS, dengan memilih menangani risiko dengan kegiatan atau 

tindakan yang sudah ditentukan. Ketika masih ditemukannya nasabah gagal 

bayar pada pembiayaan sertifikasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung akan memberikan kesempatan terhadap nasabah yang memiliki 

itikad baik untuk membayar tunggakannya, dimulai dari pemberian jangka 

waktu kepada nasabah untuk membayarkan angsuran sebelum masuk ke 

kolektabilitas dua.  

Namun jika nasabah masih mengalami penungakan lebih dari 6 bulan 

pihak BPRS akan mengeluarkan Surat peringatan (SP) 1, jika nasabah juga 

masih belum membayarkan penunggakannya maka pihak BPRS akan 

mengeluarkan Surat peringatan (SP) 2, namun apabila nasabah tersebut tidak 
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memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya sampai dikeluarkannya 

Surat peringatan (SP) 3.  

 Pihak BPRS akan melakukan pemblokiran rekening tabungan 

sertifikasi dimana agar pihak nasabah tidak bisa melalakukan penarikan 

kecuali melalui pihak BPRS untuk tahap akhir jika tetap tidak 

terselesaikannya masalah untuk menjaga reputasi bank tindakan yang di 

ambil yaitu penghapusbukuan (write off) dengan persetujuan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan blacklist nasabah atau memasukan nasabah kedalam 

daftar hitam bank sampai nasabah melunasi hutangnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka 

peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung dalam menetapkan mitigasi risiko telah melalui 

tahap manajemen risiko namun mitigasi yang dilakukan masih belum 

sepenuhnya karena dari empat hal yang penting dalam mitigasi yaitu: 

1. Capacity atau kemampuan pembayaran nasabah. 

2. Nilai jaminan  

3. MOU (kerjasama) 

4. Asuransi 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung baru melakukan 

tiga hal pokok yaitu menganalisis kapasitas pembayaran nasabah, nilai 

jaminan, dan asuransi. Namun BPRS Kotabumi belum melakukan MOU 

(kerjasama) dengan bendahara dinas terkait pembayaran angsuran 

menggunkan dana sertifikasi. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung pada pembiayaan sertifikasi guru memiliki tiga risiko yakni 

risiko kredit, risiko operasional dan risiko strategik. Setiap bank wajib 

memiliki mitigasi risiko untuk mengatasi risiko-risiko yang terjadi. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung menggunkan dua bentuk mitigasi risiko yakni menerima 

risiko dan mentransfer risiko dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi 

pada pembiayaan sertifikasi. 

Upaya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk 

meminimalisir/ mengurangi risiko pada pembiayaan sertifikasi mitigasi yang 

dilakukan masih belum sepenuhnya karena dari empat hal yang penting 

dalam mitigasi yaitu: 

1. Capacity atau kemampuan pembayaran nasabah. 

2. Nilai jaminan  

3. MOU (kerjasama) 

4. Asuransi 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung baru melakukan 

tiga hal pokok yaitu menganalisis kapasitas pembayaran nasabah, nilai 

jaminan, dan asuransi. Namun BPRS Kotabumi belum melakukan MOU 
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(kerjasama) dengan bendahara dinas terkait pembayaran angsuran 

menggunkan dana sertifikasi.  

Proses mitigasi risiko yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung apabila terdapat 

risiko gagal bayar yaitu:  

1. Menghubungi nasabah, menanyakan penyebab nasabah macet dan 

memberi jangka waktu. 

2. Memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. 

3. Memblokir rekening yang digunakan untuk sertifikasi. 

4. Menggunakan dana cadangan atau dilakukannya write off 

(penghapusbukuan), dalam hal ini pihak bank tidak akan memberi tahu 

nasabah saat dilakukan write off untuk menutupi kerugian bank, agar 

nasabah tetap membayar kewajibannya. 

 

B. Saran 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung harus melakukan 

MOU (kerjasama) kepada bendahara dinas terkait pembayaran angsuran 

melalui gaji sertifikasi. Bank harus meminta bendahara untuk langsung 

memotong gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah dan pihak 

bendahara yang akan langsung mentransfer angsuran kepada pihak BPRS 

sehingga tidak adalagi celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kejahatan 

seperti penyalahgunaan sms banking, pembutan rekening ganda dan 

kecurangan-kecurangan lainnya yang akan merugikan pihak BPRS Kotabumi. 
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Selanjutnya BPRS Kotabuni harus melakukan pengawasan secara 

berkala mengenai jam mengajar, guru yang dipindah tugaskan, besarnya 

sertifikasi yang keluar setiap periodenya, masa pensiun agar sertifikasi tetap 

lancar dan pembiayaan pun lacar. Peneliti juga menyarankan adanya MOU 

atau kerjasama dengan bendahara dinas agar selalu mendapat laporan periodik 

dari bendahara terkait informasi-informasi sertifikasi nasabah. 

 Peneliti menyarankan pada saat analisa kelayakan pemberian 

pembiayaan harus lebih teliti. Seperti analisa character nasabah agar tidak 

salah pilih nasabah dan pada analisa collateral (jaminan) peneliti 

menyarankan adanya kebijakan penambahan jaminan seperti sertifikat 

tanah/rumah yang memiliki nilai finansial atau yang lainnya untuk 

mengurangi kerugian bank pada saat terjadi kredit macet.  

Meningkatakan dalam hal pengecekan berkas. Keabsahan data seperti 

tanda tangan persetujuan pasangan (suami/istri) apabila perlu saat akad 

didatangkan kedua belah pihak baik pemohon ataupun pasangannya untuk 

menyaksikan dan benar menyetujui akad tersebut. 

Saran dari penulis BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

harus lebih meningkatkan proses pelaksanaan mitigasi risiko dengan lebih 

tegas dalam bertindak dan memberikan sanki agar nasabah jera dan tidak 

mengulangi kembali kecurangan yang dilakukan. 
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jaminannya? 

d. Bagaimana proses pengambilan jaminan? 
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